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ABSTRACT

Cross-sector land registration program is a land registration process
conducted by the National Land Agency in collaboration with other agencies or
departments, targeting low-income individuals working in related sectors with the
aim of enhancing the ability of MSME actors to access sources of financing and
credit. This paper aims to examine how SME operators perceive the cross-sectoral
land registration program and its impact on changes in income after utilizing land
certificates obtained through the program to access business capital. This study
was conducted in Tlogorejo Village, Tlogowungu Subdistrict, Pati Regency. The
research method employed was a qualitative descriptive approach. Data collection
was conducted through interviews and questionnaire as a supporting data. The
results of the study indicate that the perceptions of MSME actors fall into the “Very
Good” category. However, it should be noted that the majority of respondents still
have a limited understanding of the program, viewing it solely as a land
certification program without fully realizing the strategic dimensions of the
program in supporting MSME development through access to capital. The extent
of the increase in revenue depends on the type of business and the amount of capital
invested. The more capital invested in a business, the higher the revenue generated.

Keywords: Cross-sector land registration; public perception; income increase;
MSME
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah digadang-
gadang sebagai sumbu perekonomian Indonesia dalam menghadapi ekonomi
global yang selalu tidak pasti (Azzahra & Wibawa, 2021). Menurut
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam siaran pers pada 30
Januari 2025, UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian
Indonesia dilihat dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional serta dapat menyerap hampir 97% tenaga kerja,
hingga saat ini jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.
Namun, terdapat salah satu permasalahan krusial yang paling sering dihadapi
oleh pelaku UMKM yakni permasalahan modal (Harashta & Mazlan, 2022).
Permasalahan modal ini dapat diatasi dengan tersedianya jaminan untuk
memperoleh kredit, salah satunya yaitu melalui jaminan tanah.

Utomo (1992) menegaskan bahwa tanah merupakan modal alami yang
dapat melandasi kegiatan kehidupan dan penghidupan manusia (Ridwan, 2016).
Tanah tidak hanya sebagai pijakan untuk tempat tinggal akan tetapi menjadi
kebutuhan yang sangat penting bagi sumber kehidupan manusia karena di
dalamnya terdapat aspek penghidupan esensial. Selain itu, tanah menjadi salah
satu kebendaan yang sangat lazim untuk dijadikan jaminan (Putra & Suryono,
2020). Syarat agar tanah dapat digunakan sebagai jaminan kredit yaitu dengan
adanya kepastian mengenai kepemilikan hak atas tanah (HAT) tersebut,
direalisasikan dalam bentuk sertipikat tanah. Sertipikat HAT diperoleh melalui
serangkaian proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

Pendaftaran tanah merupakan upaya Negara Indonesia melalui BPN
dalam mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah
untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan (Manthovani & Istiqgomah,
2017). Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yaitu



untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Hasil dari
pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah yang memuat identitas
pemilik tanah, informasi bidang tanah, jenis hak atas tanah, dan data lainnya.

Sertipikat hak atas tanah bukan hanya sekadar dokumen legal yang
menjadi bukti kepemilikan tanah serta untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah bagi pemegangnya. Sertipikat hak atas
tanah merupakan jembatan emas untuk aksesibilitas sumber-sumber
permodalan termasuk untuk pelaku UMKM. Sertipikat HAT dapat digunakan
dalam rangka pemberdayaan UMKM agar mengakses permodalan di jasa
keuangan baik melalui bank maupun koperasi (Hidayati & Adinegoro, 2022).
Berdasarkan hasil penelitian Polandos et al. (2019), modal usaha berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan UMKM, pelaku UMKM harus mampu dan
mau memperbesar modal usahanya baik melalui pinjaman di bank dan usaha
peminjaman uang lainnya untuk mengembangkan usahanya. Bantuan
pemerintah dalam hal bantuan permodalan usaha diperlukan untuk membantu
perkembangan usaha UMKM karena UMKM merupakan salah satu pilar utama
ekonomi nasional yang perlu mendapatkan perlindungan, dukungan,
kesempatan, serta pengembangan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya sebagai
bentuk keterpihakan kepada usaha ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan
peran usaha besar dan badan usaha milik negara sesuai yang tertulis dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para pelaku
UMKM dalam mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan
dan kredit dicantumkan dalam sebuah Kesepakatan Bersama yang
melibatkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri
Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia dengan Nomor: 01/SKB/M. KUKM/V11/2007, Nomor: 570-351
Tahun 2007, dan Nomor 5-SKB-BPN. RI-2007 tentang Percepatan Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah
untuk Meningkatkan Akses Permodalan. Selanjutnya, kesepakatan
ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun

2008 yang mengatur Petunjuk Teknis untuk Program Pemberdayaan Usaha



Mikro dan Kecil melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah agar akses permodalan
dapat meningkat. Menindaklanjuti peraturan tersebut, program pendaftaran
tanah lintas sektor merupakan upaya yang paling tepat. Alasan hukum
dilakukannya pendaftaran tanah lintas sektor yakni berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Oktaviani,
2019). Hal ini diperkuat dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 23
Desember 2022 Nomor 7/Juknis-HR.01/X11/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor yang mengatur
pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor.

Pendaftaran tanah lintas sektor merupakan program dari Kementerian
ATR/BPN yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi
masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dimana BPN bekerjasama
dengan instansi lain, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. Pendanaan program
ini mengandalkan dana dari APBN juga bisa dengan dana APBD berkolaborasi
dengan kementerian lain. Program pendaftaran tanah lintas sektor merupakan
program sertipikasi bidang tanah dengan nol rupiah pungutan biaya dari BPN.

Tren kenaikan UMKM di Kabupaten Pati juga sedang menunjukkan
angka yang signifikan, menurut data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UKM
jumlah UMKM di Kabupaten Pati sebanyak 16.296 UMKM pada tahun 2024.
Jumlahnya akan terus naik dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah pelaku
UMKM di Kabupaten Pati pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat
pada grafik di Gambar 1.
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Gambar 1. Jumlah Usaha UMKM di Kabupaten Pati Tahun 2021-2024
Sumber: Open Data Kabupaten Pati Tahun 2024

Grafik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai
dengan 2024 perkembangan UMKM di Kabupaten Pati mengalami peningkatan
yang signifikan disetiap tahunnya. Lantas, program pendaftaran tanah lintas
sektor menjadi aksi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan
UMKM, terutama dalam hal permodalan. Dengan adanya pengembangan
UMKM diharapkan mampu menjadi sarana untuk pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2023 sebanyak 121 bidang tanah dan 2024 sebanyak 150
bidang tanah di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati telah
menjadi objek pendaftaran tanah lintas sektor bersama dengan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan subjek masyarakat berpenghasilan
rendah yang bekerja di bidang UMKM. UMKM di Desa Tlogorejo meliputi
pengrajin kandang ayam, home industry tahu dan tempe, penjual teh,
angkringan, penjual gorengan, warung, dan pasar tradisional. Berdasarkan
pernyataan perangkat Desa Tlogorejo, pelaksanaan program pendaftaran tanah
lintas sektor di Desa Tlogorejo ini lantaran hampir setengah kepemilikan tanah
UMKM belum dilakukan legalisasi asset.

Tujuan dari program pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo
yaitu pelaku UMKM diharapkan mampu mengatasi akses permodalan untuk

memperoleh kredit agar mendorong perluasan usaha sehingga menyebabkan



peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana persepsi
pelaku UMKM terhadap program pendaftaran tanah lintas sektor untuk
mengetahui potensi dan keberhasilan program. Persepsi erat kaitannya dengan
keberhasilan suatu program (Natalia & Arbi, 2025). Pemberian persepsi
menjadi sangat penting karena dapat mengetahui pemahaman pelaku UMKM
tentang program, sikap atau tanggapan emosional terhadap pelaksanaan
program, kepentingan meliputi kecenderungan pelaku UMKM untuk
memanfaatkan sertipikat tanahnya, dan harapan yang diinginkan atas adanya
suatu program.

Menurut Widayatun (2009) persepsi atau akrab disebut sebagai tanggapan
yaitu proses mental oleh manusia, dengan menunjukkan bagaimana manusia
telah melihat, mendengar, merasakan, memberi, maupun meraba terhadap suatu
peristiwa disekitarnya (Anggoro & Husein, 2022). Persepsi timbul karena
adanya respon terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Berangkat dari itu dapat
diketahui bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap program pendaftaran
tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo. Persepsi positif terhadap program
pendaftaran tanah lintas sektor akan mendorong partisipasi aktif dalam
pemanfaatan sertipikat tanah untuk kegiatan produktif sehingga memungkinkan
berefek pada peningkatan pendapatan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang persepsi pelaku UMKM terhadap program pendaftaran tanah lintas
sektor di lokasi penelitian, serta sejauh mana program tersebut mempengaruhi
peningkatan pendapatan mereka. Potensi program pendaftaran tanah lintas
sektor dapat berjalan sesuai dengan tujuan program apabila persepsi masyarakat
menunjukkan respon yang positif. Maka dari itu, peneliti berencana untuk
melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap
Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Untuk Peningkatan
Pendapatan (Studi di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan

berfokus pada persepsi pelaku UMKM terhadap program pendaftaran tanah

lintas sektor untuk peningkatan pendapatan di Desa Tlogorejo, Kecamatan

Tlogowungu, Kabupaten Pati. Berikut rumusan masalah yang dapat digunakan

untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini:

1.

Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap program pendaftaran tanah
lintas sektor?

Berapa jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan sertipikat tanah hasil
program pendaftaran tanah lintas sektor serta tujuan pemanfaatannya?
Bagaimana perubahan pendapatan pelaku UMKM setelah memanfaatkan

sertipikat tanah untuk modal usaha?

C. Batasan Masalah

Agar tujuan dari penelitian lebih terfokus dan agar penelitian berjalan

lebih terarah menghindari pelebaran pokok masalah, maka penelitian ini

memiliki batasan sebagai berikut:

1.

Subjek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM di Desa Tlogorejo,
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yang mengikuti program
pendaftaran tanah lintas sektor pada tahun 2023 dan 2024.

Fokus penelitian meliputi persepsi pelaku UMKM terhadap program
pendaftaran tanah lintas sektor serta bagaimana pemanfaatan sertipikat
tanah dapat berkontribusi terhadap perubahan atau peningkatan pendapatan.
Aspek persepsi yang dikaji dalam penelitian ini mencakup: (1) Pemahaman
pelaku UMKM tentang program; (2) Sikap atau tanggapan emosional
terhadap pelaksanaan program; (3) Kepentingan, yaitu kecenderungan
pelaku UMKM untuk memanfaatkan sertipikat tanahnya; dan (4) Harapan
yang diinginkan atas adanya suatu program.

Peningkatan pendapatan yang dimaksud adalah perubahan pendapatan
sebelum dan sesudah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai modal usaha.
Pendapatan yang dianalisis terbatas pada pendapatan usaha bukan

pendapatan rumah tangga.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap program
pendaftaran tanah lintas sektor;

b. Untuk mengetahui seberapa besar pelaku UMKM vyang sudah
memanfaatkan sertipikat tanah hasil pendaftaran tanah lintas sektor
untuk modal usaha; dan

c. Mengetahui apakah terdapat peningkatan pendapatan setelah pelaku
UMKM memanfaatkan sertipikat tanah hasil pendaftaran tanah lintas
sektor untuk modal usaha.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu di bidang pertanahan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat, dengan menghadirkan pemahaman tentang hubungan
antara legalisasi asset melalui program pendaftaran tanah lintas sektor
dengan peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

b. Manfaat praktis
Sebagai bahan masukan dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan
program pendaftaran tanah lintas sektor agar bisa memberikan dampak
ekonomi yang nyata bagi pelaku UMKM.

c. Manfaat sosial ekonomi
Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang
bagaimana program pendaftaran tanah lintas sektor dapat berperan
dalam peningkatan pendapatan yaitu sebagai akses permodalan kredit
perbankan sehingga diharapkan masyarakat menggunakan sertipikat
tanahnya dengan bijak dan maksimal untuk mengembangkan dan

memperluas cakupan usaha.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab hasil
dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku UMKM berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini
tercermin dari hasil analisis Skala Likert yang menunjukkan bahwa aspek
pemahaman memperoleh rata-rata persentase sebesar 92%, aspek tanggapan
sebesar 97%, aspek kepentingan sebesar 78% yang masuk dalam kategori
Baik, dan aspek harapan sebesar 98%. Meskipun aspek pemahaman
menunjukkan hasil yang sangat baik secara keseluruhan, terdapat catatan
bahwa sebagian besar responden masih memahami program secara terbatas
sebagai program pensertipikatan tanah semata tanpa menyadari sepenuhnya
dimensi strategis program dalam mendukung pengembangan UMKM
melalui akses permodalan. Sementara itu, rendahnya capaian pada aspek
kepentingan dibandingkan aspek lainnya mengindikasikan masih adanya
kesenjangan antara pengetahuan dan kesiapan nyata dalam memanfaatkan
sertipikat tanah sebagai instrumen pengembangan usaha, yang diperkuat
oleh temuan bahwa seluruh responden menyatakan kekhawatiran terhadap
risiko pemanfaatan sertipikat tanah sebagai jaminan pinjaman akibat
keterbatasan pengetahuan dan edukasi.

2. Pemanfaatan sertipikat tanah hasil program pendaftaran tanah lintas sektor
memiliki dimensi yang sangat beragam, mencerminkan kebutuhan dan
kondisi riil para pelaku usaha di lapangan. Dari lima pelaku UMKM yang
mengagunkan sertipikat tanah hasil program pendaftaran tanah lintas sektor,
hanya tiga pelaku UMKM yang memanfaatkan sebagian dana pinjamannya
untuk modal usaha. Alokasi penggunaan dana pinjaman untuk modal usaha
ini bervariasi berdasarkan keperluan dan jenis usaha yang dijalankan mulai
dari Rp5.000.000,00 hingga Rp30.000.000,00.

3. Pemanfaatan sertipikat tanah hasil program pendaftaran tanah lintas sektor
untuk modal usaha dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di Desa
Tlogorejo. Besar peningkatan modal usaha berkisar Rp1.300.000,00 sampai
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dengan Rp6.000.000,00 perbulannya, yang digunakan untuk membeli stok
dagangan, melengkapi variasi produk, membeli peralatan produksi, serta
tambahan bahan baku produksi. Sedangkan besar peningkatan pendapatan
bersih berkisar Rp650.000,00 sampai dengan 4.500.000,00 per bulannya.
Besar peningkatan pendapatan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan
serta modal usaha yang digunakan. Semakin besar modal usaha yang
digunakan maka akan semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan.

B. Saran
1. Saran bagi instansi yang berkaitan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai instansi utama yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan teknis program pendaftaran tanah lintas sektor agar
dapat meningkatkan kualitas dan intensitas sosialiasi program, khusunya
mengenai aspek kelembagaan dan tujuan strategis program berkaitan
dengan pengembangan UMKM. Kemudian, Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Pati disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan literasi
keuangan khusus bagi para penerima sertipikat tanah hasil program
pendaftaran tanah lintas sektor mengenai cara menghitung kelayakan usaha
sebelum mengambil pinjaman, cara mengajukan kredit usaha rakyat (KUR)
di bank, cara membuat pembukuan usaha sederhana, serta strategi
pengembangan usaha berbasis modal pinjaman yang aman dan bertanggung
jawab. Selain itu juga disarankan untuk menyelenggarakan kegiatan
business matching atau temu usaha antara para penerima sertipikat tanah
dengan perwakilan dari lembaga keuangan formal seperti Bank BRI, BNI,
atau BPR setempat yang menyediakan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)
berbunga rendah.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan
wilayah maupun pendekatan analisis dan aspek yang digunakan. Oleh
karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan
sertipikat tanah oleh pelaku UMKM.
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